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ABSTRAK 

 

Budi Budaya. 202120251024. Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menurut Peraturan Perundang-Undangan” 

 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi  

mengumpulan penerimaan negara melalui pajak dapat melaksanakan tindakan 

penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyanderaan (gijzeling) sebagai salah 

satu tindakan penagihan dengan surat paksa memiliki syarat dan ketentuan yang 

telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tatacara 

Penyanderan, Rehabiltasi Nama Baik Penangung Pajak, dan Pemberian Ganti 

Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.  

Penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian yang sesuai dengan Ilmu Hukum yaitu metode penelitian yuridis-

normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada 

ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa prosedur pemberian izin 

penyenderaan (gijzeling) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik 

Indonesia tidak dapat menunjang target penerimaan pajak, khususnya pada 

kantor-kantor yang terdapat wajib pajaknya dilakukan penyanderaan (gijzeling). 

Selain hal tersebut didapatkan hasil bahwa pemberian izin Surat Perintah 

Penyanderaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat dilimpahkan 

kepada Direktur Jenderal Pajak. Metode pelimpahan wewenang dengan 

pendelegasian wewenang. 

Kata Kunci : Penyanderaan (gijzeling), Direktorat Jenderal Pajak, Pelimpaham 

Wewenang 
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ABSTRACT 

 

Budi Budaya. 202120251024. "Hostelage (Gijzeling) as an Effort to Enforce Tax 

Collection Laws with Forced Letters According to Legislation” 

 

The Directorate General of Taxes, as an agency that has the task and function of 

collecting state revenue through taxes can carry out tax collection actions as stipulated in 

Law Number 19 of 2000 on Amendments to Law Number 19 of 1997 on Tax Collection by 

Forced Letter. Hostage-taking (gijzeling) as one of the acts of collection by force letter 

has terms and conditions that have been regulated in Article 33 of Law Number 19 of 

2000 Jo. Government Regulation Number 137 of 2000 on Places and Procedures for 

Taking Hostage, Rehabilitation of the Taxpayer's Reputation, and Provision of 

Compensation in the Context of Tax Collection by Forced Letter.  

The legal research used in this research is a research method that is in accordance with 

the Science of Law, namely the juridical-normative research method. Normative juridical 

research is research that emphasizes the science of law and conducts an inventory of 

positive laws relating to the implementation of laws and regulations.  

Based on the results of this study, it was found that the procedure for granting a hostage 

permit (gijzeling) stipulated by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia could 

not support the tax revenue target, especially in offices where taxpayers were held 

hostage (gijzeling). In addition to this, it was found that the granting of a Hostage 

Warrant permit from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia can be 

delegated to the Director General of Taxes Delegation of authority method with the 

delegation of authority. 

Keywords: Hostage (Gijzeling), Directorate General of Taxes, Delegation of Authority 
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